PENGAKUAN DI LUAR SIDANG SEBAGAI PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA OLEH: RIONALDO KUKUS B111 07 228 BAGIAN HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014 by KUKUS, RIONALDO
SKRIPSI
PENGAKUAN DI LUAR SIDANG SEBAGAI PERTIMBANGAN









iPENGAKUAN DI LUAR SIDANG SEBAGAI PERTIMBANGAN
PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
disusun dan diajukan oleh :
RIONALDO KUKUS








PENGAKUAN DI LUAR SIDANG SEBAGAI PERTIMBANGAN
PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA
disusun dan diajukan oleh
RIONALDO KUKUS
B 111 07 228
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin




Dr. Hasbir Paserangi, S.H, M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001
Dr. Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :
Nama : RIONALDO KUKUS
Nomor Induk : B111 07 228
Bagian : Acara
Judul Skripsi : PENGAKUAN DI LUAR SIDANG SEBAGAI
PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
PERDATA
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.
Makassar,      Agustus 2016
Pembimbing I, Pembimbing II,
Dr. Hasbir Paserangi, S.H, M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001
Dr. Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002
iv
ABSTRAK
RIONALDO KUKUS (B111 07 228), Pengakuan Di Luar Sidang
Sebagai Pertimbangan Pembuktian Dalam Perkara Perdata, dibimbing
oleh Bapak Hasbir Paserangi selaku pembimbing I dan Ibu Andi Tenri
Famauri selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pengakuan di
luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian dalam perkara perdata dan
untuk mengetahui implikasi pengakuan di luar sidang dalam perkara
perdata.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan
metode penelitian melalui wawancara langsung dengan hakim dan
pengacara. Selain penelitian lapangan, penulis juga melakukan studi
kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah berbagai buku-buku,
literatur, undang-undang serta karya ilmiah yang ada hubungannya
dengan objek penelitian
Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1)
Kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian
dalam perkara perdata tidak memiliki nilai kekuatan mengikat, tetapi
hanya merupakan bukti bebas. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan
sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan. Pengakuan diluar sidang
akan menguatkan nilainya bila dibuat dalam bentuk tertulis. (2) Implikasi
pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian dalam
perkara perdata, secara normatif tetap memiliki daya atau nilai kekuatan
pembuktian, yang kemudian diproses dalam persidangan baik dalam
bentuk testimonium de auditu atau dalam bentuk persangkaan hakim.
sebagaimana di atur dalam pasal 312 Rbg.
vKATA PENGANTAR
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puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya serta
berkat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi
ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Penulis menyadari dengan segala keterbatasan kemampuan yang
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A. Latar Belakang Masalah
Idealnya di dalam sebuah masyarakat yang mendambakan suatu
kedamaian harus hidup dalam kondisi yang tertib dan adil. Sehingga untuk
mewujudkannya dibutuhkan suatu tatanan kehidupan yang rapi dan
terstruktur yang mana telah mengandung nilai di dalamnya. Salah satu
cara mengejawantahkan nilai tersebut demi sebuah keteraturan ialah
mensistematisasikannya dalam bentuk norma. melalui norma inilah yang
akan menjadi standar berperilaku kita. Baik itu berupa larangan maupun
perintah. Sementara fungsinya tidak lain adalah untuk menjadi ukuran
perimbangan antara hak dan kewajiban setiap subjek hukum.
Masyarakat Indonesia pun mengakui adanya norma-norma
tersebut. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan
sebagainya. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga tidak
ketinggalan dengan sistem-sistem norma negara modern. Sebagai
imbasnya, kita ikut terjebak dalam konsep modernisasi yang cepat itu. Hal
ini ditandai dengan terciptanya RechtStaat. Rechtstaat adalah konsep
negara hukum. Tidak berbeda dengan Indonesia yang saat ini sedang
mempersiapkan diri untuk mematangkan jati diri menjadi negara hukum, di
mana hukumlah yang akan menjadi panglima tatanan kehidupan.
2Norma hukum sebagai mana telah diuraikan di atas akan menjadi
sorotan utama karya ilmiah ini. Tidak berarti menafsirkan eksistensi
norma-norma lain sehubungan dengan kedamaian bangsa, namun seiring
perkembangan zaman segala peristiwa-peristiwa terjadi dalam bentuk
yang variatif. Kebanyakan dari pada itu merupakan peristiwa hukum.
Sehingga jalan keluar yang ditawarkan ialah menyelesaikan peristiwa
tersebut melalui alternatif norma hukum.
Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan
dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang
menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk
terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat
masyarakat dalam hal ini disebut sabagai hukum yang lahir dalam suatu
negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada
didalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan
oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi
dan peraturan perundang-undangan.1
Mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur adalah
dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum bahkan kemudian
menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan
peraturan yang telah dibuat. Mekanisme yang demikian itu menyebabkan,
bahwa hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi tentang
1 Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi
Perkara Perdata, Surabaya: Kencana. hal. 1.
3perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan yang
demikian itu disebut subtansi. Tetapi tidak berhenti sampai di sini saja,
sesudah itu harus dikeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang
tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut,
yaitu yang bersifat prosedural. Maka akan dijumpailah, misalnya, hukum
(substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).
Banyak yang menyepelekan sebuah prosedur dibanding substansi.
Kekuarangan atau kegagalan dalam beracara di pengadilan bisa berakibat
fatal, sekalipun secara substantif suatu pihak berada dalam kedudukan
yang lebih diunggulkan dari pada lawannya. Menurut Sudikno
Mertokusumo dalam buku “Hukum Acara Perdata”, hukum acara perdata
adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin
ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.2 Artinya
ialah bahwa hukum prosedurlah yang akan membangunkan hukum
substantif dari tidur pulasnya. Selama ini tidak kurang orang menganggap
hukum (dalam artian peraturan) itu adalah aturan yang tidur dan hanya
dapat bergerak bila dibangunkan dengan adanya suatu kasus. Hal itu
benar. Namun, lebih dari pada itu bahwa jangan dilupakan bahwa hukum
juga bergerak secara pasif. Disaat hukum mengandung makna
mewajibkan maka hukum itu bukanlah benda mati. Ia bergerak secara
pasif.
2 M. Nur Rasaid,  2008, Hukum  Acara  Perdata, Cet V, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 2.
4Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan.
Demikian yang sering dikatakan orang. Oleh karena itu, peran dari
pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting.
Banyak cerita ataupun sejarah hukum yang menunjukan kepada kita
betapa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi
berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk
di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya,
banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat
alat bukti, orang yang sebenarnya bajingan dan telah melakukan
kejahatan, bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Kisah-kisah peradilan
sesat seperti itu, selalu saja terjadi dan akan terus terjadi karena
keterbatasan hakim, advokat, jaksa, utamanya hukum acara dan hukum
pembuktian. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidak-tidaknya
meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut,
kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan,
baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata. Bahkan dalam
kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering
mengandung dan melekat unsur :
a) Dugaan dan prasangka
b) Faktor kebohongan
c) Unsur kepalsuan
Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada
putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu
5ditemukan. Benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan sangat
bergantung kepada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak di
persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari di dalam hukum
acara perdata sifatnya relatif.
Setiap kasus gugatan yang ada di persidangan oleh para pihak
selalu mengajukan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang,
seperti alat bukti surat, alat bukti kesaksian, alat bukti persangkaan, alat
bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Hal ini erat kaitannya dengan
masalah pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh hakim, karena
disetiap pembuktian yang diajukan para pihak tersebut mengandung nilai
atau kekuatan tertentu yang telah di tetapkan undang-undang.
Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak
tergantung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung
prasangka, kebohongan, dan kepalsuan.
Banyak orang bertanya, alasan hukum tidak mengambil dan
menganut sistem pembuktian yang lebih efisien, yaitu mencari kebenaran
berdasarkan perkembangan modern dibidang kesehatan, ilmu
pengetahuan dan rekayasa (engineering), dan tidak dicari kebenaran itu
melalui ahli pengetahuan (scientific experts), hipnotis melalui
psikoanalisis, atau dengan teknik yang relevan dengan ilmu pengetahuan.
Sehubungan dengan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini
terkait persoalan perdata, maka sorotan utamanya ialah hukum acara
perdata. Dalam hukum perdata, orang yang merasa haknya dilanggar
6maka disebut sebagai penggugat sedangkan orang yang ditarik
kepengadilan yang dianggap melanggar hak orang lain/penggugat maka
ia disebut tergugat.
Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya
suatu perkara, harus diambil oleh pihak penggugat. Hal ini berbeda
dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak
menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan.
Sementara sekaitan dengan perihal-perihal yang telah dijelaskan
sebelumnya, masalah yang kemudian muncul ialah ketidakpuasaan pihak-
pihak dalam berperkara. Misalnya, karena dalam bidang ini, perdamaian
antara kedua belah pihak lebih dahulu diutamakan di luar persidangan
sebelumnya lanjut ke proses litigasi, lantas ini akan menimbulkan
prasangka-prasangka bahwa dengan gampang perbuatan melanggar
hukum (pelanggaran perdata) seseorang akan dihapuskan dengan
mudah, dan tidak kalah menariknya yaitu pengakuan di luar sidang yang
sebagaimana telah di atur dalam Pasal 175 HIR/Pasal 312 RBg, akan
dipertanyakan sejauh mana kedudukan hukumnya. Juga persoalan lain
yang muncul ketika orang akan mempertanyakan keuntungan yang
diperoleh melalui mekanisme ini. Tentu ini akan melemahkan fungsi para
praktisi hukum dan peradilan. Bagi sebagian kalangan positivis dogmatis
melihat pengakuan di luar sidang adalah suatu prosedur yang jauh dari
kepastian hukum. Salah satu ciri konsep hukum modern ditandai dengan
penyelesaian masalah dalam secarik kertas. Artinya bahwa segala
7sesuatu dalam konteks mengejar kebenaran yang pasti maka
keabsahannya dituangkan dalam bentuk tulisan. Pengakuan di luar sidang
tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti otentik.
Sebagai contoh bila ada orang dapat berbicara dua kali dalam
persidangan yang berbeda. Dalam persidangan tergugat memberikan
pengakuan bahwa benar dirinya memiliki utang piutang kepada
penggugat. Lalu, saat sedang istirahat tergugat memberikan pengakuan
yang berbeda diluar persidangan, bahwa utang piutang itu sudah
dibayarkan setahun yang lalu kepada almarhumah istri penggugat semasa
hidup. Ini tentu sulit mencari kebenaran yang sesungguhnya3. Yang
kemudian hal ini menimbulkan dinamika baru di dalam persidangan,
dimana hakim perlu menilai dan menimbang pengakuan diluar sidang ini
sebelum akhirnya memberikan putusan.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas maka bahasan karya ilmiah ini di rumuskan ke
dalam permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai dasar
pertimbangan hakim dalam peradilan perkara perdata?
2. Bagaimana Implikasi pengakuan di luar sidang dalam peradilan
perkara perdata?
3 R. Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cet XV, Jakarta:
Pradnya Paramita, hal. 103.
8C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai dasar
pertimbangan hakim dalam perkara perdata.
2. Untuk mengetahui implikasi pengakuan di luar sidang dalam perkara
perdata.
D. Manfaat Penelitian
Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan
sebagai berikut:
1. Agar para pembaca, khususnya kalangan akademisi mengetahui
bagaimana kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai dasar
pertimbangan hakim.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar para pembaca, khususnya




A. Dasar Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata
Hukum pembuktian bagian hukum acara perdata, diatur dalam:
1. Pasal 162 – 177 HIR;
2. Pasal 282 – 314 RBg;
3. Pasal 1885 – 1945 BW;
4. Pasal 74 – 76, 87 – 88 UU No 7 Thn 1989 jo UU No. 50 Thn 2009.
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Pasal 10
ayat (1) UU No. 48 Thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh
karenanya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila Hakim
menjumpai kesulitan dalam praktek, maka harus mencari pemecahan
masalah dengan :
a) Doktrin; dan atau
b) Yurisprudensi





1. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–
188 Rbg)
2. Bukti (Pasal 162–177 HIR, 288–314 Rbg)
3. Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR,189-198Rbg)
4. Banding (Pasal 199–205 Rbg, UU . 20/1947)
5. Pelaksanaan putusan hakim (Pasal 195–224 HIR, 206 – 258 Rbg)
6. Mengadili perkara istimewa (Pasal 225–236 HIR, 259 – 272 Rbg)
7. Izin menggugat dengan Cuma-Cuma (Pasal 237–245 HIR, 273-
281Rbg)
Berdasarkan putusan MA No. 294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juli
1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang
mempunyai hubungan hukum. Sehingga tuntutan hak atau tuntutan
perdata (Burgerlijke Vordering) sebagaimana yang diatur dalam HIR
adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut
Gugatan. Gugatan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR, 142
Rbg) maupun diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 Rbg). Untuk
mengajukan suatu gugatan, maka harus memenuhi syarat isi gugatan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) RV (Reglement op de
Burgerlijke Rechtvordering) yaitu memuat:
1. Identitas para pihak
Yang merupakan ciri-ciri dari penggugat dan tergugat : Nama,
Tempat tinggal, Umur, Status kawin;
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2. Fundamentum petendi (middelen van den eis)
Yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Dasar
tuntutan ini terdiri dari 2 (dua) bagian :
a. Uraian mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa, yang
merupakan penjelasan duduknya perkara;
b. Uraian mengenai hukumnya, yaitu tentang adanya hak atau
hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan
yang tidak hanya menyebutkan peraturan-peraturan hukumnya
saja.
Berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW);
“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau
mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk
membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang
adanya hak atau peristiwa itu”
Artinya bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan
nanti, harus dimuat dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari
tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang
merupakan dasar tuntutan itu. Berdasarkan putusan MA No. 547
K/Sip/1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa
perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat
adanya hubungan hukum.
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3. Petitum/tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en
bepaalde conclusie)
Yaitu mengenai apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan
agar diputuskan oleh hakim. Petitum harus dirumuskan secara jelas
dan tegas (Pasal 8 RV), apabila tidak memenuhi maka berdasarkan
Pasal 94 RV akibatnya adalah batal demi hukum.
Selain tuntutan pokok/petitum diatas, dalam gugatan sering juga
ditemui tuntutan tambahan atau pelengkap pada tuntutan pokok, yaitu :
a. Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
Banyaknya biaya perkara harus disebutkan dalam putusan hakim
(Pasal 183 HIR, 193 Rbg), apabila gugatan dalam konvensi
maupun gugatan dalam rekonpensi ditolak oleh pengadilan maka
kedua belah pihak bersama-sama wajib memikul ongkos perkara
(Putusan MA No. 944 K/Sip/1971 Tanggal 19 Februari 1972),
namun apabila gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka
biaya perkara harus dibebankan kepada kedua belah pihak
(Putusan MA No. 801 K/Sip/1971 Tanggal 22 Desember 1971).
b. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih
dulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun putusannya dilawan atau
dimintakan banding.
Berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000, MA melarang Ketua PN, PA
dan para hakim PN dan PA menjatuhkan putusan serta merta,
kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
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1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik (authentieke titel)
atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang
isi dan tanda tangannya, yang menurut UU tidak mempunyai
kekuatan bukti
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti
dan tidak dibantah
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan
lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah
habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya
sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan mengenai pembagian harta
perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai
mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan
hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV
6. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan
yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai hak penguasaan (bezitsrecht)
c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir)
Apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa
pembayaran sejumlah uang tertentu, bunga ini dibebankan sebagai
ganti kerugian karena lambat memenuhi isi perjanjian dan
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diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 1250
BW). Berdasarkan St.1848 No. 22 besarnya bunga berjumlah 6 %
setahun
d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa
(astreinte, dwangsom)
e. Pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang
harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran
suatu jumlah uang (Putusan MA No. 496 K/Sip/1971 Tanggal 1
September 1971). Untuk memaksa agar tergugat melaksanakan
putusan maka tuntutan ini patut dikabulkan (Putusan MA No. 38
K/Sip/1967 Tanggal 17 Mei 1967)
f. Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan akan
nafkah bagi isteri (Pasal 59 ayat 2, 62, 65 HOCI, 213, 229 BW)
atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, 232 BW)
g. BW : Burgelijke Wetboek
h. HOCI : Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers
i. Kualifikasi orang/badan hukum sebagai tergugat harus lah memiliki
kemampuan untuk bertindak (handelingsbekwaamheid) :
j. Dalam hal belum dewasa, maka harus diwakili oleh walinya
k. Dalam hal seorang Isteri yang tunduk pada BW tidak dapat
bertindak sebagai pihak tanpa bantuan daripada suaminya (Pasal
110 BW)
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l. Dalam hal badan hukum, adalah pengurus atau wakilnya (Pasal
1655 BW) sehingga untuk mewakili badan hukum tersebut
pengurus tidak memerlukan surat kuasa khusus
m. Dalam hal gugatan terhadap badan hukum publik, dialamatkan
kepada pimpinannya (Pasal 6 ayat 3 Rv)
B.Pembuktian Perkara Perdata
1. Definisi Bukti Dan Pembuktian
Subekti mantan ketua MA dan guru besar hukum perdata pada
Universitas Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya soal
pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara
perdata (procesrecht) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam
B.W., yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk
hukum materil.5 Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa
hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan
hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk
dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat
juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum
perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat
undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia
5 Subekti, 1987, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita. hal. 9
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perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat
hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.6
Hukum positif tentang pembuktian (pokok bahasan makalah ini)
yang berlaku saat ini di RI terserak dalam HIR dan Rbg baik yang
materiil maupun yang formil. Serta dalam BW buku IV yang isinya
hanya hukum pembuktian materiil.
”Membuktikan” menurut Sudikno Mertokusumo guru besar Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada mengandung beberapa pengertian:
a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku
bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
b) Membuktikan dalam arti konvensionil
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif
sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat
instuitif (conviction intime)
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction
raisonnee)
c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis
Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian
yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup
segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan
6 Ibid. hal 1
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pembuktian konvensionil yang bersifat khusus. Pembuktian dalam
arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang beperkara atau
yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian
dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.
Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-
surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini
dimungkinkan adanya bukti lawan.
Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian
”historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi
secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah,
maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan
secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.
Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan
dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang
bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran
peristiwa yang diajukan.
Berbeda dengan asas yang terdapat pada hukum acara pidana,
dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak
pidana, kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim
memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum
acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya
keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang
sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil
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keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan
perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran
formil saja.7
Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan/untuk memutus
perkara memerlukan dua hal:
a. Pengetahuan hukum (ius curia novit); dan
b. Fakta, hakim dianggap belum mengetahui fakta (memang disusun
oleh hakim melalui konstatering dan kualifisiring), Fakta adalah
peristiwa yang telah dibuktikan;
Menurut Pitlo, pembuktian ilmu hukum dan ilmu pasti sangat
berbeda :
1. Dalam ilmu pasti kita kenal pembuktian logis dan seksama,
memperoleh pembuktian yg sempurna tidak mungkin dibantah.
Misalnya dua buah garis yang sejajar tidak akan pernah bertemu;
2. Pembuktian dalam hukum selalu ada ketidakpastian sekalipun bukti
sempurna. Hakim yang satu mengganggap pembuktian sudah
cukup, sedang yang lain menganggap belum, tiap hakim memutus
dengan kepastian sendiri;
3. Selain itu ada perbedaan antara bukti ilmu pasti dan ilmu hukum.
Dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap setiap orang,
sedang dalam perkara hanya ditetapkan terhadap pihak
7 Subekti, Op. Cit. hal 26
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berperkara. Bukti dalam hukum tidak pernah akan mencapai
kebenaran mutlak, akan tetapi hanya mencapai kebenaran relatif.
Bukti berarti “segala yang dipergunakan untuk meyakinkan
pihak lain”, sedangkan membuktikan berarti “usaha untuk meyakinkan
hakim dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang
tentang dalil atau sangkalan yang diajukan”.
2. Sistem Pembuktian
Dalam hukum acara perdata dianut system pembuktian positif,
artinya :
a. Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja,
yang ditentukan oleh Undang-undang;
b. Suatu gugat dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang
sah, keyakinan hakim diabaikan;
c. Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara
pembuktian dan alat bukti yang sah, gugatan harus dikabulkan;
d. Hakim laksana robot yang menjalankan UU, namun ada baiknya
sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan
dalil-dalil gugatan atau jawaban tanpa dipengaruhi oleh nuraninya,
sehingga benar-benar objektif, yaitu menurut Undang-undang;
e. Dalam sistem pembuktian positif yang dicari kebenaran formil.
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3. Beban Pembuktian (Asas : Actori Incumbit Probatio)
Dalam persidangan perdata para pihak yang harus
membuktikan, sedangkan hakim hanya membagi dan membebankan
kepada pihak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil atau
peristiwa yang dikemukakan;
Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap
antara para pihak dan hakim. (Sudikno Mertokusumo) Asas umum
Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW) “Siapa yang mengaku mempunyai
hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Menurut
R. Sardjono, memang benar undang-undang kadang-kadang
menentukan sendiri beban pembuktian8, tetapi sebagian besar tidak
terdapat pengaturan dalam UU, sehingga menjadi kesulitan bagi
hakim.
Lalu bagaimana selayaknya kunci dalam pemecahan ini adalah
adil jika beban pembuktian itu dipikulkan kepada pihak yang paling
sedikit dirugikan. Risiko dalam pembuktian tidak boleh berat sebelah,
hakim harus adil dan menentukan beban pembuktian itu dengan
memperhatikan keadaan konkret. Memberi beban bukti kepada salah
satu pihak dalam proses dapat dianggap sedikit banyak (menabur) rugi
pada pihak yang dibebani wajib bukti, karena dalam hal yang
bersangkutan tidak berhasil dengan pembuktiannya ia akan dikalahkan
(risiko pembuktian).
8 Sudikno, 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty. Cet I, hal. 112
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Jadi yang harus membuktikan atau mengajukan alat bukti
adalah Penggugat dan atau Tergugat, sedangkan yang menyatakan
suatu gugatan terbukti atau tidak adalah hakim.
Adapun teori-teori beban pembuktian sebagaimana
dikemukakan oleh A.Pitlo adalah sebagai berikut:
1. Teori hukum subjektif (Teori hak)
Teori ini mengajarkan bahwa suatu perkara selalu mengenal
mempertahankan hak. Barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak
dia harus membuktikan segal apa yang diperlukan membuktikan
hukumnya.
2. Teori hukum objektif
Teori ini mengajarkan bahwa siapa yang dating kepada hakim
untuk melaksanakan peraturan hukum atau fakta-fakta yang ia
kemukakan, maka untuk itu ia harus membuktikan kebenarannya dan
hakim yang akan mengesahkan pelaksanaan peraturan itu.
3. Teori hukum acara dan teori keputusan
Kedua teori ini berpangkal pada hasil yang sama. Hakim dalam
membagi beban pembuktian harus berdasarkan kesamaan kedudukan
para pihak, oleh karena itu hakim membebankan pembuktian kepada
para pihak secara seimbang dan patut.
Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah
untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar
gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah
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yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan
dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil
membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka
gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka
gugatannya akan dikabulkan.9
Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan
kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui
sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi.
Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain :
a. Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
b. Hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
c. Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai
(notoire feiten/fakta notoir). Atau hal-hal yang secara kebetulan
telah diketahui sendiri oleh hakim. Merupakan fakta notoir, bahwa
pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa
harga tanah di Makassar lebih mahal dari di desa.
Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang
harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang
akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang
akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau
sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim
9 Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet I.
hal. 1
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sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban
pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim
harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah.
Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan
seksama olehnya.10
Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865 BW11, bahwa:
”Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia
mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa
itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna
pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan
peristiwa-peristiwa itu”
4. Macam-Macam Alat Bukti
Alat bukti dan macam-macamnya sudah ditentukan secara
limitative dalam Undang-undang yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg/1866
BW, yaitu :
a. Alat bukti tertulis
b. Alat bukti saksi
c. Alat bukti persangkaan
d. Alat bukti pengakuan dan
e. Alat bukti sumpah
10 Munir Fuady, Op. Cit. hal 45
11 http//teorihukumpembuktian.blogspot.html.co.id/07-10-10 pkl 16.00 wib.
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Didalam hukum acara perdata surat merupakan alat bukti
utama12. Alat bukti lain dalam hukum acara, adalah :
1. Pemeriksaan setempat/GerechtelijkPlaatsopneming (Pasal 153
HIR/180 RBg)
2. Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR/181 RBg)
Alat bukti yang tidak disebut oleh UU tetapi menurut Surat
Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman No.
37/TU/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988, microfilm atau microfische
dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin
otentikasinya dan dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara.
Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana atau perdata.13
Menurut pendapat Paton, jika pendapat sudah diterima oleh
Mahkamah Agung, maka alat bukti dapat bersifat :
a. Oral: merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidangan
yang meliputi, keterangan saksi
b. Documentary: surat
c. Demonstrative evidence: yaitu alat bukti yang berupa material dan
barang fisik lainnya. Misalnya film, foto, dan sebagainya
5. Peristiwa Yang Tidak Perlu Dibuktikan
a. Putusan Verstek
b. Yang Diakui Tergugat
12 Munir Fuady, Op. Cit. hal 50
13 M. Yahya harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika. Cet VIII, hal.
745
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c. Tidak Disangkal Dalil Para Pihak
d. Telah Melakukan Sumpah Decissoir
e. Notoir
f. Penglihatan Hakim Dalam Sidang
6. Nilai Pembuktian Dan Caranya
Adapun macam-macam nilai pembuktian menurut Achmad Ali
adalah:
1. Nilai Pembuktian Sempurna
Kekuatan pembuktian sempurna adalah pembuktian yang
memberikan kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada
pembuktian perlawanan. Berdasarkan pengertian kekuatan
pembuktian sempurna, dapatlah diketahui bahwa kekuatan
pembuktian itu memberi kepastian yang cukup kepada hakim, artinya
alat bukti itu tidak memerlukan tambahan alat bukti lain sebagai
pelengkap. Walaupun suatu alat bukti itu mempunyai pembuktian
sempurna, tetapi alat bukti itu masih dapat dilumpuhkan dengan bukti
perlawanan. Misalnya suatu akta otentik dikatakan mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna.
2. Nilai Pembuktian Lemah
Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap itu tidak
memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan
akibat hukum atas dasar alat bukti yang lemah. Sebagai contoh,
bahwa seorang anak yang belum berumur 15 tahun yang menjadi
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saksi di muka pengadilan, hakim boleh mendengar keterangan anak
itu tetapi tidak dibawah sumpah. Oleh karena kekuatan pembuktian
lemah tidak memberi kepastian yang cukup, maka gugatan yang
didasarkan pada alat yang mempunyai kekuatan pembuktian lemah
harus ditolak oleh hakim.
3. Nilai Pembuktian Sebagian
Untuk mengetahui tentang kekuatan pembuktian sebagian ini,
dapat dilihat pada contoh berikut, misalnya si A menggugat si B,
bahwa si B telah berhutang kepada si A sejumlah Rp. 1.000.000,-
pada tanggal 1 Januari 1995 dengan perjanjian hutang itu akan
dibayar oleh si B paling lambat 1 Januari 1997. Dalam kasus ini si A
hanya dapat mengajukan alat bukti satu saksi. Dari pemeriksaan
hakim diketahui bahwa tergugat mengakui bahwa benar ia telah
berhutang pada penggugat sejumlah yang digugat Rp. 1.000.000,-
Namun tergugat menyangkal bahwa tidak benar ia menjanjikan akan
membayar paling lambat 1 Januari 1997.
Menyimak contoh tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa
apabila penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa satu orang
saksi yang diajukan oleh penggugat dikatakan berkekuatan
pembuktian sebagian.
4. Nilai pembuktian Menentukan
Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan adalah kekuatan
pembuktian yang tidak memungkinkan pembuktian perlawanan sama
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sekali. Inilah perbedaan dengan nilai pembuktian sempurna yang
masih memungkinkan pembuktian perlawanan.
Sebagai contoh alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang menentukan atau memutus adalah pengakuan murni dan
sumpah decisoir.
5. Nilai Pembuktian Perlawanan
Kekuatan pembuktian lawan adalah kekuatan pembuktian dari alat
bukti melumpuhkan pembuktian pihak lawannya. Sebagai contoh, si A
menggugat si B dengan berdasarkan dalil gugatannya pada akta
otentik. Si B kemudian berhasil membuktikan kepalsuan akta otentik
yang diajukan si A sebagai alat bukti, maka alat bukti yang diajukan si
B untuk membuktikan kepalsuan akta otentik si A itu memiliki nilai
pembuktian perlawanan.
Setiap dalil yang dibantah, maka sangkalan tersebut dibuktikan
lawan (Tegenbewijs), kecuali yang secara tegas dilarang UU, maka
nilai pembuktian jadi bukti permulaan. Cara menilai alat bukti ialah :
1. Teori Pembuktian Bebas
Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi
hakim dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat dengan ketentuan
hukum. Berarti kebebasan yang luas tersebut menaruh kepercayaan
kepada hakim untuk bertindak penuh tanggungjawab, jujur, imparsial
dan jauh dari pengaruh internal dan eksternal apapun.
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2. Teori Pembuktian Terbatas Negatif
Dalam Pembuktian terbatas negatif, menghendaki supaya
hakim dibatasi tindakan-tindakannya didalam memperoleh dan menilai
alat bukti (mencari keadilan siapa yang membuktikan dan nilai bebas,
terbatas).
3. Teori Pembuktian Terbatas Positif
Bahwa hakim disamping adanya larangan bagi hakim, teori
pembuktian terbatas positif, menghendaki ketentuan hukum yang
bersifat positif yang mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu
(bukti sempurna dan mengikat).
7. Alat-Alat Bukti
a. Surat-Surat14
Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-
surat akte dan surat-surat lain. Surat akte ialah suatu tulisan yang
semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa,
karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani. Surat-surat akte
dapat dibagi lagi atas akte resmi (authentiek) dan surat-surat akte di
bawah tangan (onderhands).
Suatu akte resmi (authentiek) ialah suatu akte yang dibuat oleh
atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang
ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tesebut. Pejabat umum
14 Munir Fuady, Loc.it. hal 6
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yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan,
Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgelijke Stand), dsb.
Menurut undang-undang suatu akte resmi (authentiek)
mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs),
artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus
menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu,
sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh
memerintahkan penambahan pembuktian lagi.
Suatu akte di bawah tangan (onderhands) ialah tiap akte yang
tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum.
Misalnya, surat perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa yang dibuat
sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat
perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang
berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis
dalam surat perjanjian itu, maka akte dibawah tangan tersebut
memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu
akte resmi.
Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang
mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan
kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu
hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi.
Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akte resmi,
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diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata
lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah
melakukan pemalsuan surat.
Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte
seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak, dsb. Yang
kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim,
hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai
kebenarannya.
b. Kesaksian15
Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan
kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara
yang sedang diperiksa didepan hakim.
Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang
dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang
saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya
peristiwa dari orang lain.
Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan
kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya dari peristiwa yang dilihat atau
dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-
kesimpulan itu.
15 Hari Sasangka, 2005, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa
Dan Praktisi, Bandung: Mandar Maju. hal.41
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Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan
mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau
tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak
mempercayai keterangan seorang saksi. Seorang saksi yang sangat
rapat hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berperkara, dapat
ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta
dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.
Selanjutnya, undang-undang menetapkan bahwa keterangan
satu saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan
putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya
satu saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu
alat pembuktian lain.
c. Persangkaan16
Persangkan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu
peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan
nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang dibuktikan
juga telah terjadi.
Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan, ada
persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (watterlijk
vermoeden) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (rechtelijk
vermoeden).
16 Ibid. Hal 42
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a. Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang (watterlijk
vermoeden), pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari
kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu
pihak yang berperkara. Misalnya, adanya tiga kuitansi pembayaran
sewa rumah yang berturut-turut. Menurut UU menimbulkan suatu
persangkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yang sebelumnya
juga telah dibayar olehnya.
b. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (rechtelijk vermoeden),
terdapat pada pemeriksaan suatu perkara dimana tidak terdapat
saksi-saksi yang dengan mata kepalanya sendiri telah melihat
peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara dimana seorang suami
mendakwa istrinya berbuat zinah dengan lelaki lain. Hal ini
tentunya sangat sukar memperoleh saksi-saksi yang melihat
dengan mata kepalanya sendiri perbuatan zinah itu. Akan tetapi,
jika ada saksi-saksi yang melihat si istri itu menginap dalam satu
kamar dengan seorang lelaki sedangkan didalam kamar tersebut
hanya ada satu buah tempat tidur saja, maka dari keterangan
saksi-saksi itu hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa
kedua orang itu sudah melakukan perbuatan zinah. Dan memang




Sebenarnya pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena
jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawan dibebaskan
untuk membuktikan hak tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak
lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan didepan
hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.
Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim,
merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal
atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima
dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-
benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya
bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.
Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdata
mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh penggugat, tetapi
sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang
menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya
perjanjian jual-beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar
harganya barang yang telah ia terima dari penggugat. Menurut UU
suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak boleh dipecah-
pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat didalam proses
yang telah berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu pengakuan yang
disertai suatu peristiwa pembebasan oleh UU tidak dianggap sebagai
17 Ibid, hal 42
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suatu pengakuan (onplitsbare bekentenis). Jadi dalam praktek, si
penjual barang masih harus membuktikan adanya perjanjian jual beli
dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibelinya itu pada si
pembeli.
Perlu diterangkan, bahwa dalam suatu hal UU melarang dipakai
pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses, yaitu dalam
suatu perkara yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya
untuk mendapatkan pemisahan kekayaan.
e. Sumpah18
Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah
yang ”menentukan” (decissoire eed) dan ”tambahan” (supletoir eed).
a. Sumpah yang ”menentukan” (decissoire eed) adalah sumpah yang
diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak
lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang
diperiksa oleh hakim.Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang
perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan
pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia
tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia
akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah,
mempunyai hak untuk ”mengembalikan” perintah itu, artinya
meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah
itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu
18 Ibid, hal 43
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sebaliknya dari perumusan semula. Misalnya, jika rumusan yang
semula berbunyi ”Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya
telah menyerahkan barang” perumusan sumpah yang dikembalikan
akan berbunyi ”Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya
tidak menerima barang”. Jika sumpah dikembalikan, maka pihak
yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan
dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu.
Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan
sumpah itu. Jika suatu pihak yang berperkara hendak
memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan,
hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat
mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim
memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah
itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah
dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu
peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus
dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya
hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak
yang berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa
sumpah itu sungguh-sungguh menentukan jalannya perkara.
b. Sumpah tambahan (supletoir eed) adalah suatu sumpah yang
diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang beperkara
apabila hakim itu barpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah
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terdapat suatu ”permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah
dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan
untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat
itu. Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah
tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan
permulaan pembuktian. Pihak yang mendapat perintah untuk
mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat
atau menolak sumpah itu. Tetapi ia tak dapat mengembalikan
sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, terhadap
sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan
juga jalannya perkara, sehingga perbedaan sebenarnya
dengan suatu sumpah decissoir ialah, bahwa yang belakangan
diperintahkan oleh suatu pihak yang beperkara kepada pihak
lawannya, sedangkan sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim
karena jabatannya, jadi atas kehendak hakim itu sendiri.
C. Pengakuan Di Luar Sidang (Bekentenis Buiten Rechte)19
Pengakuan di luar sidang atau bekentenis buiten rechte (out of
court) diatur dalam HIR pasal 175/312 Rbg, pasal 1927 BW. Semula
pasal 1923 BW telah memperkenalkan adanya pengakuan di luar
sidang disamping pengakuan dalam sidang. Akan tetapi, apa yang
19 http://andriyrock.blogspot.com/2011/02/hukum-acara-perdata.html
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dimaksud dengan pengakuan sidang diatur lebih lanjut dalam pasal
1927 BW.
Pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan
oleh yang bersangkutan sendiri maupun oleh kuasanya, merupakan
bukti yang sempurna dan mengikat. Pengakuan di depan sidang tidak
boleh ditarik kembali. Pengecualian terhadap asas itu ialah, apabila
pengakuan itu merupakan suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang
terjadi.
Lain hal nya dengan pengakuan di luar sidang yang dilakukan
secara tertulis maupun lisan merupakan bukti bebas. Perbedaannya
terletak bahwa pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak usah
dibuktikannya lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedang bagi
pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara lisan apabila
dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu,
masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti
lainnya. Selain pengakuan bulat atau murni, di dalam hukum acara
perdata juga dikenal pula pengakuan berembel-embel, yaitu :
1. Pengakuan dengan klausula
Pengakuan berklausul yaitu suatu pengakuan disertai dengan
keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya benar
saya berhutang, akan tetapi utang tersebut telah saya bayar.
Selanjutnya ditentukan dalam pasal 1926 BW bahwa
pengakuan di depan hakim di persidangan tidak dapat ditarik
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kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan  ini adalah akibat
dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.
Dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan
keliru tentang hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik
kembali.
2. Pengakuan dengan kualifikasi
Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan yang disertai
dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan, sebagai
contoh: Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli






Untuk memperoleh informasi dan data akurat yang berkaitan dan
relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini,
maka penelitian akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan objek
penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena Pengadilan
Negeri Makassar merupakan tempat penyelesaian kasus perkara perdata.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Data  Primer
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara
langsung terhadap hakim dan juga dosen hukum acara Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, sesuai permasalahan penelitian ini.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan keterangan yang dapat mendukung data
primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, maupun
bahan tertulis lainnya yang telah ada, yang berhubungan dengan
penulisan skripsi ini.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini, terbagi atas dua, yakni:
1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung
melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara tidak
berstuktur untuk mendapatkan data dan informasi yang
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Teknik kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan
penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai
kaitan dengan masalah yang dikaji yang dapat membantu
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
D.Analisis Data
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif
kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, data
tersebut ditulis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang




A. Kedudukan Pengakuan Diluar Sidang Sebagai Dasar
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perdata
Dalam pencapaian suatu keadilan dibutuhkan kepastian hukum
yang telah melewati serangkaian pengujian-pengujian sistematis, seperti
pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses
pemeriksaan pengadilan. Melalui pembuktian nasib terdakwa di tentukan.
Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Oleh karena itu hakim
harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan
nilai pembuktian. Salah satu pembuktian yang dikenal dalam hukum
adalah pengakuan. Khusus hukum acara perdata membaginya dalam
pengakuan di dalam sidang dan pengakuan di luar sidang. Lalu
Sehubungan dengan rumusan masalah karya ilmiah ini, apakah nantinya
kedua pengakuan ini akan menjamin kepastian hukum untuk terciptanya
keadilan dan kedamaian, secara khusus pengakuan di luar sidang.
Maka untuk mempermudah dalam mengamati dan
menganalisisnya, penulis melakukan penelitian melalui wawancara
dengan beberapa praktisi, yaitu seorang hakim dan seorang pengacara.
atas permasalahan yang diangkat tentang implikasi pengakuan di luar
sidang sebagai pembuktian dalam peradilan perkara perdata, mereka
memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda. H. Makmur, selaku hakim di
Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa:
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”Pengakuan di luar sidang tidak terlalu efektif dilakukan kecuali
dimungkinkan untuk kasus-kasus tertentu dan melalui persetujuan
atau perizinan hakim. Namun secara normatif ini tetap dianggap sah
sebagai pembuktian sebagaimana pasal 312 Rbg. Artinya ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya persoalan etika dan
moral. salah satu aspek yang dapat meringankan putusan terdakwa
atau pertimbangan hakim ialah aspek etika dan moral seseorang
dalam memberikan keterangan. Kecuali untuk kasus dan situasi
tertentu yang mana sulit untuk mengahadirkan saksi maupun
tersangka secara langsung boleh saja pengakuan di luar sidang ini
dilakukan. Contoh lain yang membuatnya bisa menjadi problem
adalah intervensi di luar sidang. Dalam hitungan beberapa detik
kesaksian maupun pengakuan orang bisa saja berubah, entah orang
tersebut telah diintimidasi. Tentulah bahwa ini bertentangan dengan
rasa keadilan yang merupakan salah satu cita-cita hukum.
singkatnya bahwa dalam hal prosedural pun segala aspek harus
diperhatikan, mulai dari legal justice, moral justice, bahkan sampai
pada social justice.”
Hal seperti di atas adalah sebagian dinamika yang tidak jarang
dijumpai dalam persidangan. Tidak mungkin hanya melalui telepon
seseorang melakukan pengakuan. Atau bagaimana dengan seseorang
yang hanya berbicara atau berdiskusi biasa dengan teman-temannya dan
secara tidak langsung membeberkan kasusnya sesuai kebenaran.
Pada dasarnya pengakuan di luar sidang bukan suatu alat
pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak
lawan dibebaskan untuk membuktikan hak tersebut, sehingga tidak dapat
dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab
pemeriksaan didepan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.
Sekaitan dengan itu juga pengacara Albert Manoppo, berpendapat:
“Iya, ini salah satu hal yang sampai hari ini menjadi perdebatan
tentang pengakuan di luar sidang. Lain halnya sebuah pengakuan
lisan dimuka hakim adalah pengakuan murni yang sifatnya absolute
dan dianggap pembuktian yang sempurna. Sedangkan pengakuan
yang terjadi diluar sidang selama proses peradilan berlangsung
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sepenuhnya didasarkan pada keyakinan hakim, dengan melihat dan
menilai etikad baik pihak yang memberikan pengakuan. Namun, ada
baiknya kalaupun pengakuan di luar sidang ini terjadi, mesti dalam
bentuk tulisan. Artinya siapa pun yang nantinya akan memberikan
pengakuan di luar sidang harus membuatkannya dalam suatu nota
atau surat. Agar menjamin nilai kepastian hukumnya.”
Keterangan atau pengakuan lisan salah satu pihak berperkara yang
dilakukan di luar persidangan dan tidak di bawah sumpah, tidak
mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat melumpuhkan kekuatan
pembuktian surat-surat bukti yang merupakan akta otentik.20 Kekuatan
bukti pengakuan di luar sidang pengadilan diserahkan pada
kebijaksanaan hakim. Karena hakim bisa saja tidak mendengar sendiri,
diperlukan alat bukti lain, yaitu alat bukti saksi. Berdasar pada keterangan
saksi, majelis hakim dapat menilai pengakuan lisan di luar sidang, apakah
mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak.21
Kesimpulan yang dijelaskan diatas bersamaan dengan pendapat
Sudikno Mertokusumo. Oleh karena pengakuan di luar sidang bukan
merupakan alat bukti, sehingga langkah pertama harus dibuktikan lebih
dahulu kebenaran pengakuan. Jika hal itu dapat dibuktikan, nilai kekuatan
pembuktian yang melekat pada pengakuan itu tidak mempunyai nilai
kekuatan mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas.22
Pengakuan dalam bentuk tertulis yang diberikan salah satu pihak di
luar persidangan. Bisa diberikan sebelum atau selama proses
20 R. Soeroso, 2010, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika,  hal.
169.
21 Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti. hal. 150.
22 Sudikno, Op. cit. hal 154
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pemeriksaan berlangsung. Menghadapi kasus seperti ini, terdapat
perbedaan perlakuan yang harus diberikan. Kalau pengakuan tertulis itu
merupakan pernyataan sepihak yang langsung dengan perjanjian pokok
dengan apa yang diperkarakan, dan pengakuan itu diberikan tergugat
selaku debitur kepada penggugat sebagai kreditur, dan memenuhi syarat
formil dan materiil yang digariskan pasal 1878 BW, dapat langsung
dipergunakan sebagai alat bukti akta sepihak yang nilai kekuatan
pembuktiannya sama dengan akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat.
Misalkan salah satu pihak membuat surat atau tulisan yang berisi
pengakuan baik terhadap seluruh atau sebagian sengketa, dan
pengakuan tertulis itu diberikan kepada orang lain maka proses yang
dapat ditempuh untuk menjadikan alat bukti adalah dibuktikan terlebih
dahulu tentang kebenaran pengakuan tertulis itu. Jika hal itu dapat
dibuktikan, hal yang terbukti itu dapat dijadikan sebagai sumber fakta
untuk menarik persangkaan hakim (Pasal 1922 BW).
B. Implikasi Pengakuan Di Luar Sidang dalam Perkara Perdata
Dari penelitian yang penulis dapatkan bahwa ternyata secara
normatif pengakuan di luar sidang ini tetap memiliki implikasi terhadap
suatu perkara perdata. Implikasinya bahwa ia akan tetap jadi salah satu
dasar pembuktian berdasarkan pasal 312 Rbg, yang hanya dimungkinkan
untuk kasus dan situasi tertentu. Dan dapat diselenggarakan dengan
adanya saksi terlebih dahulu (Pasal 1927 BW).
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Implikasi hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang
mendasari peristiwa itu berlangsung. sama halnya dengan sebuah aturan
bahwa implikasi aturan tersebut harus sejalan dengan alasan
dibentuknya, baik itu secara filosofis maupun sosiologis. Adapun hipotesa
penulis bahwa pasal pengakuan di luar sidang ini dibuat oleh si pembuat
undang-undang dengan maksud untuk memberikan peluang kepada
siapapun untuk memberikan keterangan tanpa harus mengalami tekanan
psikis dalam pengadilan, misalnya bagi penderita penyakit tertentu. atau
untuk kasus-kasus tertentu seperti sengketa tanah yang rawan akan
konflik.
Terlepas dari segala alasan mengapa sehingga pengakuan di luar
sidang ini dianggap perlu, yang jelas hal ini setidaknya mengurangi
wibawa litigasi. Karena, dengan pelaksanaan pengakuan ini maka hal-hal
yang sifatnya adil secara prosedural ternaifkan. sehingga pada akhirnya
akan mengurangi nilai kepastian hukum pada kasus tertentu.
Perlu aturan lanjut yang lebih teknis bilamana pasal 312 Rbg
tentang pengakuan di luar sidang tetap diberlakukan sampai batas waktu
yang tidak ditentukan. Aturan teknis ini akan menguraikan syarat-syarat
atau ketentuan bahwa dalam keadaan dan kondisi serta kasus seperti apa
pengakuan di luar sidang ini boleh diberlakukan.
Sejauh mana daya atau nilai kekuatan pembuktian pengakuan di
luar sidang, yang kemudian diproses dalam persidangan baik dalam
bentuk testimonium de auditu atau dalam bentuk persangkaan hakim,
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diatur dalam Pasal 1928 BW, Pasal 175 HIR. Secara garis besar dalam
pasal itu menyebutkan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan
sepenuhnya kepada hakim untuk menentukannya. Berarti secara teoritis
dapat disimpulkan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
Perlu diterangkan, bahwa dalam suatu hal UU melarang dipakai
pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses, yaitu dalam
suatu perkara yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya untuk
mendapatkan pemisahan harta.
Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim,
merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau
peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan
menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar
telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa
peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.
Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdata
mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh penggugat, tetapi sebagai
pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang menghapuskan dasar
tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjian jual-beli, tetapi
mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya barang yang telah ia
terima dari penggugat. Menurut UU suatu pengakuan yang demikian, oleh
hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak
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tergugat didalam proses yang telah berlangsung itu.23 Dengan kata lain,
suatu pengakuan yang disertai suatu peristiwa pembebasan oleh UU tidak
dianggap sebagai suatu pengakuan (onplitsbare bekentenis). Jadi dalam
praktek, si penjual barang masih harus membuktikan adanya perjanjian
jual beli dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibelinya itu pada si
pembeli.
Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan
kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan
menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain
Hukum acara perdata mengatur cara-cara bagaimana negara
menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-
perkara yang terjadi. Hukum acara perdata merupakan suatu sistem
kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh
kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum perdata. salah satu
yang penting diatur perihal hukum acara perdata adalah pembuktian,
dalam hal ini pengakuan di luar sidang.
Menurut Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera,
mengemukakan bahwa, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah
satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang
dikemukakan oleh pihak lawan, beliau mengemukakan bahwa pengakuan
masih diperselisihkan oleh para ahli hukum sebagai alat bukti. Subekti,
23 R. Supomo, 1985, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradya
Paramita, hal. 72.
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mengatakan bahwa tidak tepat memasukkan pengakuan sebagai alat
bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lain,
maka yang mengemukakan dalil itu dibebaskan dari pembuktian.
Sedangkan Schoeten dan Load Enggens berpendapat bahwa pengakuan
sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di
muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang
berperkara dalam proses persidangan.24
Sementara Sudikno Mertokusumo, pengakuan sebagai alat bukti
dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yakni (1). Pengakuan murni dan bulat (aveu
pur et simple), yaitu pernyataan kehendak berupa penegasan
pembenaran dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat. (2).
Pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie), yaitu
pengakuan terhadap dalil gugat yang dibarengi dengan syarat. Contohnya
Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah membeli rumah dari
Pengugat dengan berhutang sebesar Rp. 50.000.000.00(lima puluh juta
rupiah). Atas gugatan tersebut Tergugat mengakui, tetapi harganya hanya
Rp. 30.000.000.00(tiga puluh juta rupiah) bukan Rp. 50.000.000.00(lima
puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. (3).
Pengakuan berklausula (geclausuleerde bekentenis,aveu complexe), yaitu
pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat
membebaskan. Contohnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat
berhutang membeli rumah dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.00
24 Subekti, Op.cit. hal. 43.
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(lima puluh juta rupiah). Lalu Tergugat mengakui, namun telah dibayar
lunas kepada Penggugat. Sudikno menguraikan secara terperinci syarat
formil dan syarat materil serta nilai alat bukti pengakuan dalam
persidangan.
Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang pengakuan melalui
tulisan, penulis mengutip beberapa pasal dari buku IV KUHPerdata:
1867. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik
atau dengan tulisan di bawah tangan.
1868. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk
yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
1869. Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik,
baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang
bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai
kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh
para pihak.
1870. Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli
warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari
mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna
tentang apa yang termuat di dalamnya.
1871. Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang
sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan
belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan
langsung dengan pokok isi akta.
Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu
penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan
pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan
pembuktian dengan tulisan.
1872. Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu,
maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-
ketentuan Reglemen Acara Perdata.
50
1873. Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang
bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara
pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang
mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap
pihak ketiga.
1874. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta
yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan
rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa
perantaraan seorang pejabat umum.
Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan
disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang
bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk
undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu
dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah
dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut
dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.
Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang
dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan
pembukuan termaksud.
1874 a. Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal
termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di
bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu
pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang
ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan
tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi
akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah
itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.
Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan
pasal yang lalu.
1875. Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh
orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap
telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu
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akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli
warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka;
ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.
1876. Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan
oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui
atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli
warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka
menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda
tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka
wakili.
1877. Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya,
ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak
daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan
supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di
muka Pengadilan.
1878. Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar
sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai
dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan
si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan,
haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda
setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang
terutang.
Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta
yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan
pembuktian dengan tulisan.
Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat
andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang
dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap
akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana
termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.
1879. Jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda dari jumlah
yang dinyatakan dalam tanda setuju, maka perikatan itu dianggap
telah dibuat untuk jumlah yang paling kecil, walaupun akta beserta
tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang
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mengingatkan diri, kecuali bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana
dari keduanya telah terjadi kekeliruan.
1880. Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan
sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam
Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga
kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau
seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan
dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari
meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda
tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan
itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari
diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga
yang dihadapi akta itu.
1881. Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan
bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan
bukti terhadap pembuatnya:
1. Dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran
yang telah diterima;
2. Bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan
yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan
dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan
dalam perikatan.
Dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikannya
sepanjang hal itu dianggap perlu.





1. Kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan
pembuktian dalam perkara perdata tidak memiliki nilai kekuatan
mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas. Nilai kekuatan
pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk
menentukan. Pengakuan di luar sidang perlu dibuktikan lebih
dahulu tentang kebenarannya baik dilakukan dengan saksi atau
tulisan. Artinya ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan.
Misalnya persoalan etika dan moral. Nilai kekuatan pembuktian
yang melekat pada pengakuan itu, tidak mempunyai nilai kekuatan
mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas. Pengakuan di luar
sidang akan menguatkan nilainya bila dibuat dalam bentuk tertulis,
dengan ini mengubah nilainya sebagai alat bukti tertulis, akta yang
demikian sesuai dengan pengertian pasal 1878 BW, dapat diartikan
sebagai suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila
pengakuan tertulis di luar sidang dapat diajukan didalam
persidangan, tentu dapat diberikan daya pembuktian bebas, kecuali
tidak dapat di ajukan dalam persidangan.
2. Implikasi pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan
pembuktian dalam perkara perdata, secara normatif, pengakuan di
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luar sidang dalam perkara perdata tetap memiliki daya atau nilai
kekuatan pembuktian, yang kemudian diproses dalam persidangan
baik dalam bentuk testimonium de auditu atau dalam bentuk
persangkaan hakim. Apabila pengakuan tertulis di luar sidang
dapat diajukan dalam persidangan, dapat memberi daya
pembuktian bebas kepadanya. Kecuali tidak dapat diajukan dalam
persidangan, tidak ada dasar alasan memberi daya pembuktian
apapun sebagai pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 312
rbg.
B. Saran
1. Sebagaimana tujuan dan fungsi hukum sebagai keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka diharapkan Agar
penyelenggara negara segera mencermati setiap aturan yang ada
di negeri ini sehingga dapat mengubah, mengganti, menambahkan,
atau mengurangi aturan tersebut yang nilai tidak sesuai lagi dengan
tujuan hukum negara Indonesia yang dilandasi oleh jiwa bangsa
dan Pancasila.
2. Bila memang dimungkinkan terjadi pengakuan di luar sidang
dilakukan, dalam hal ini mendapat persetujuan dari hakim dan telah
dibenarkan oleh adanya saksi, maka pengakuan lisan tersebut
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